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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALlKOTA PALEMBANG 

NOJ\10R 69 TA.HUN 2011 

TENTANC 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG 
NOMOR 17 TAIJUN 20ll TENTANG RETRlBUSI .JASA USA.RA 

PENYELENCGARAANTRANSPORTASI 

OEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

W ALI.KOT A PALEMBANG, 

a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kota 
Palembang Nomor 17 Tahun 201 I tcntang Rctribusi Jasa Usaha 
Penyelenggaraan Transportasi yang telah diundangkan dalam l,,embaran 
Daerah Kot" Palembang Tahuu 2011 Nurnor 17 SERI C tauggal 10 Agustus 
2011, perlu menetapkan peraturan pclaksanaannya ; 

b. bahwa berdasarkao pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Peratunm Walikota Palembang tentang Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 201 I tentaJ\g Retribusi 
Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi. 

l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 
l 959 Nomor 73, Tambaliao Lembaran Negara Rr Nomor 1821 ); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tuhun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lcmbaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lemharan Negara RI Nomor 4389); 

3. Undaog-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhlr dengan 
Undang-Undang Nomor 12 1'ahun 200R tentang Perubahan alas Undaog
Undang Nomor 32 Tahw1 2004 tenlang Pemerintaban Oaerab (Lembaran 
Nagara RT Tahun 2008 Nomor 59, Tambaban Lembaran Negara RI 
Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4438). 

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 lentang Jalao (Lembara., Negara RI 
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lem\)aran Negara RI Tanun 2004 
Nomor 4444 ); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayamn (Lembar.in Negara 
RT Tahun 2008 Nomor 64, Tambahao Lembaran Negara RlNomc-r4849 ); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Anglmtan 
Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambaha, Lembarao 
Negara RI Nomor 5025); 

8. LJndang-Hndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlinckmgan dan 
Pengelolaan Li.ngkungan Hidup (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembarao Negara RI Nomor 5059); 

9. Undani;:-Undaog Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak ,fan Retribusi Daer..h 
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 5049 ); 



Menetapknn 

10. Peratumn Pemerintah ~ omor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembanm Negara 
RI Nomor 3527); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan 
Bennotor di Jalwi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, l ambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3 528); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu 
Linta.s Jalan (Lembazan Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3529); 

13. Peraturan Pcmcrintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kerda,aao dan 
Pengemudi (Lembaran Negara Rl Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negarn Rl Nomor 3530); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara 
RI Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lemooran Negara RI Nomor 4655); 

15. Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pcmbagian Urusan 
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah 
Daerah Kabupalen/ Kom (Lembamn Negara RI Tahw1 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara RINomor4737 ); 

16. Peraturnn Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 151, Tarnbahan Lembaran Negara 
RI Nomor 5070); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran 
Negara RI Tahun 20!0 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Rl 
Nomor 5093); 

l 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20 IO tentang Angkutan di Perairan 
(Lembaran Negara RJ Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pcmerintah 
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Pcraturan Pemerintah Nomor 
20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairao (Lembaran Negam RI Tabun 
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5208); 

19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang 
Ketentrarnan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 
Nomor 76), sebagaimana telah d.iubah dengan Peraturan Dac:rah Kota 
Palembang Nomor 13 Tahwi 2007 (Lembaran Dacrah Kota Palembang Tahun 
2007 Nomor I 3); 

20. Peraturan Daerab. Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman 
dan Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Daerah Kota Palembang Talmn 2004 Nomor 31); 

21. Peraruran Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Kota Palembang (Lembamn Daerah Kota Palembai~g Tahun 
2008 Nomor 6 ); 

22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daer.th Kota 
Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9 ); 

23. Peraturan Daerah Kora Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerdh Kota Palembang Tahun 
2011 Nomor 14 SERI E); 

24. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahtlll 2011 tentang Retribusi 
Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Oaerah Kota 
Palembang tahl.lll 201 1 Nomor 17 SERJ C ); 

MEMlJTUSKAN : 

PERATIJRAN WALlKOTA PALEMBANG 
PF.f,AKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA 
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
PENYELENGGARAAN TRANS.PORTAS!. 

Pasal 1 

r e NTANG 
PALEJ\,ffii\NG 

JASA USAHA 

Melaksanak.an Peraturan Dacrah Kota Palemhang Nomnr 17 Tahun 2 01 I 
tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transporta.si. 



Pasal 2 

Memerintahkan dan menugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota 
Palembang untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang 
Nomor 17 Tabun 20 I I tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan 
Transportasi. 

Pasal 3 

Peraturan ini mulai berla.h1 pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang mengetahuinya, roemerintahka.n pengundangan Peraturan 
ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerab Kota Palembang. 

Oitetapka.n di PaleJUb,a.ng 
pada tanggal fO Agust:us 2011 

W ALlKOT AP ALEMBANG, 

Di1.m-dat1gkan di ,:iaklmb:lng 
Ped.timggal 10, 8~ 201 1 

SEKRETARJS OAERAH 
I\O"(A ilALi:ildAW-.'-

. EDDY SANTANA PUTRA 

<=: ,.:- --· 
BoJ<iTA DAERAH KOTA PALEMBANG 

YAnUN 2~ 1 tiOli OR ~ 

f 


